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BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATT KEPATA DAFRAN TINGKAT IT FCANIUK

WOMOR szf-{ TAHUN 1989
TENTANG

PEDOMAN EERJA PENYIDIX PEGAWAI NEGERI
SIPIL DILINCKUNGAN TPEMERTNTAE KABUPATEN

DAFRAH TINGKAT TI NCANJUK

BUPATT XEPALA DAERAH TINGEAT IT RNGANJUK

Bahwa dalam usahg untiuk mendayagunaikan dan meninskailkan lkemam-
puan Penyidik Pegawsl NWegeri Sipil di linglungan Pemerintah -
Tatupaten Daerah Tingkat IT Nganjuk dalam melzksanakan tugas -
penyidikan pelanggaran Peraturan Daersh Kabupaten Dasrah Tng —
kat TI Wganjuk sesuai dengan kedudukan dan wewenang Penyidik -
Pegowel Negeri Sipil sebagal mana diatur dalam Persturan Dae -
reh Kabupaten Daerah Tinghat IT Nganjuk Nomor 3 tabun 1988, ma

kg perlu ditetapkan Pedoman Kerje Penyidik Pegawai Fegeri Sipil

densan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II FNganjuk,

1.

Undang = undang Nomor 5 tahun 1974 tentans Pokok - pokok Pe
merintaban di Daerah ;

Tydeng — undang Nomer 8 tabun 1974 tentanz Pokek — pokok Ke
pegawaian j

Undeng ~ undang Womor £ tehun 1981 tentang Fukum Acara Pida
%z ;

Paraturan Pemerintah Womor 27 tahim 19R3 tentans Pelaksana~
an ¥itab Undang - undang Hukum Acara Pidana

Peraturgn Menteri Kehaltiman Womor M —05 —~ PW,07. 03 tahun ~
1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Penganskatan -
dan Pemberhentian Penyidik Pegawri Negeri Sipil ;

Hoputusan Menteri Fghgltiman Nomor M - 04 «= PW.07, 03 tabun

1684 tentang Wewenang Penyidik Pegawnl Negeri Sipil j
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Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tangzal 31 Ok
tober 1985 Wonmor SKEP/369/X/1985 tentang Koordinasi dan Pe-
ngawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nojor 23 talun 1986 tentang —
Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di -
lingkungan Pemerintah Daerah ;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor—
4 takn 1986 tenteng Penyidik Pegawei Negeri Sipil di ling -
kungan Pemerintsh Propinsi Daersh Tingkat I Jawa Timyr 3
Keputusan Gubermur Kepala Daersh Tingkat I Jawa Timur Nemor-
39 tabun 1989 tentang Pedoman Kerja Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di lingloungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Ja-
wa Timar ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngenjuk Nomor -
3 talun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di ling -
kungan Pemerinteh Kabupaten Daerzh Tingkat IT Nganjuk,

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT IT NGANJUK TENTANG FPE
DOMAN KERJA PENYIDIK PECAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PB-
MERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimeksud dengan i
as Bupati Kepala Dmersh Tingkat 1I, adalah Bupati Kepals Dae-~
rah Tingkat IT Nganjuk ;
be Penyidik Pegawei Negeri Sipil, adalah Penyidik Peggwai Ne—
geri Sipilcdilingkungan Pemerintah Kabupaten Dasrah Ting -
kat IT Nganjuk ;
ce Peraturan Daerah Tingkat II, adalah Persturan Daerah Tings
kat II Nganjuk yang memuat ketentuan pidana dan yang telah
berlaku sah serta telah di undangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
d. Kepala Instensi/Dinas, adalah Sekretaris Vilayeh/Daerah,



(1)

(2)

(1)

(2)

Camat dan Kepala Dinas Daerah Tingkat IT di Kabupaten
Daerah Tingkat IT Nganjuk

BAB 11

Pasal 2

Pedoman Kerja ini dimaksullkan untuk 3

a. Mendayagunakan secara mgksimal Penjridik Pegawsi Nagari:
Sipil 5

be Meningkatkan kemampuan teknis maupun administratif ba-
gi Penyidik Pegawai Negeri Sipil §3

¢. Memudahkan Penyidik Pegevai Negeri Sipil menevapkan -
teknis dan administrasi penyidikan terhadap pelangga -
Tan suatu Peraturan Daerah Tingkat II j

de Sebagai landagan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil -
untuk melaksanskan tygas-tugas penyidiken tindakpidana
pelanggaran Peraturan Daerah Tingkat IT j

Tujuan penyidikan adalah 3

ae Menegakan Peraturan Daerah Tingkat II agar dipatuhi dan
dilaksanakan oleh semua wargs masyarakat di Kabupaten-
Daerah Tingcat IT Nganjulk ;

b, Menanamkan kesadaran bukum masyarakat j

ce Mengamankan pendapatan asli daersh yang berupa pajak -
dan retribusi ;

d, Merunjang pencapaisn kopdisi ketentraman den ketertiban
wilayah yang mantap ;

BAB TIIT

WEWENANG DAN BIDANG TUGAS PENYIDIK
PEGAWAT NEGERI SIPIL

Pasal 3

Peny;dik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran Peraturar Daerah Tingkat -
IT ai Wilaysh hukun dimana Penyidik Pegawei Negeri Sipil -
tersebut ditempatkan ; '

Setiap penyidik Pegawsi Negeri Sipil berhak dan Wajib mena
ngani semua jenis pelanggaran Peraturan Daersh Tingicat II,

namun dengan memperhatikan luasnya bideng tuges, maka per



lu diadakan pembagian tugas sebagai berikut @
&e Penyidik Pegawni Negeri Sipil yang diangkat pada sekrg
tariat Wilaysh/Daerah Tingkat IT Nganjuk menangani se-

mua pelenggaran Peraturan Daersh Tingcat IT Kabupaten
Daerah Tingkat IT Nganjuk 3

be Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pada Kan -
tor Camat menangani semus pelangsaran Peraturan Daerah
Tingkat II @i -Wilayah Kecamatan setempat ;

ce Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pada Dinas
Daereh ’I‘in}gka'b II menangani semaa pelanggaran Peratu -
ran Daerah Tingkat II di Kabupaten Deerah Timgkat II
Nganjuk sesuai dengan bidang tugas Dinas yang bersang-
kutan 3

Pasal 4

(1) Suatu tindak pidana pelanggaran Peraturan Daersh Tingkat -
IT diketahui melalui e

as laperan yang diberikan cleh 3

1) Setiap orang, baik lisan maupun teritulis

2) Masyarakat itu sendiri secara bersame-sama j

3) Petuges ;
be Tertangkep tangan, baik oleh Petugas meupun masyarakats
¢s Diketabui langsung ojeh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;

(2) Dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan Daerak Tingkat

II, oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilaporkan kepada -
Kepala Dina.a/' Instansi yang bersangkutan ;

(3) Atas dasar laporan tersebut Kepala Dinas/Instansi memberi-
kan petunjuk tentang tindak lanjut terhadap pelanggaran -
Peraturan Daerah Tingkat IT tersebut ;

Pasal 5
Surat-surat untuk kepentingan penidikan dilakukan sebagai
berikut 3

a. Surat perintah/tugas penyidikan begi Penyidik Pegawsi -
Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Wilayah/Daerah -
Tingkat IT ditandatangani oleh sekwilda ;

b, Surat perintah/tugas penyidikan bagi Penyidik Pegawdi -
Vegeri Sipil di lingkungen Dinas Deerah Tingkat IT di -
tandatangani oleh pejabat yang ditunjul ;
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co Surat perintah/tugas penyidiken bagi Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di lingkungan Kantor Camst ditandatangani
oleh Camat j

d. Surat panégilan urnbuk kepentingan penyidik ditandata -
ngani oleh Penyidik Pegawal Wegeri Sipil yang diketa -
hui oleh Kepala Dinas/Instansi aten ditandatangani Ke-
pala Dinas/Instensi selaku Penyidik Pegawei Negeri =
Sipil dengan tembusan digenpaiken kepada Penyidik . -
POIRT.

Pasal 6

(1) Dalam hal terjadi timdsk pidana dilwar pelanggaran terha-
dap Peraturan Daergh Penyjdik Pegawei Negeri Sipil dapgt
melaporkan kepada POIRI ; '

(2) Dalam rangka penggalédahan Penyidik Pegawai Wegeri § ' .-

Be Mengejuken surat ijin penggeledghan yepada Ketua Penga
dilan Wegeri setempat dengen tembusan pepada Penyidik -
POIRT ; ' =

b. Surat Perintah penggeledshan ditandatangani oleh Penyi-
dik Pegawai Negeri Sipil yang diketalmi eleh Kepala Di-
nas/Instansi atau ditandatangani Kepala Dinas/Instansi
selaky Penyydik Pegawal Negeri Sipil ; .

(3) Delam rangks pemyitaan Penyidik Pegawei Negeri Sipil s
8¢ Mengajukan ijin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Nege
ri setempat dengen tembusan kepada Penyjdik POIRT ;

b, Surat perintah penyitesn ditendatengeni oleh Penyidik-
Pegawai Negeri Sipil yang diketahui oleh Kepala Dinas/
Tnstansi ateu ditendatangani Kepala Dinas/Instansi se-
lakuPenyidik Pegawai Negeri Sipil ;

BAB IV
BUBUNGAN = KERJA
Pasal T
(1) Penyidik Pegawai Tegeri Sipil dalam melsksanaken tugasnya

ae Dibidang teknis berada dibawah koordinagi, Pengawesan -
dan bimbingen Penyidik POIRI ;

b, Dibideng administratif berada dibaweh dan bertanggung -

jawab kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II
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melalui Kepala Dinas/Instansi Mesing-masing ;-

ce Penyidik Pegawei Negeri Sipil perlu menjalin kerja -
sama yang harmonis dengan Kejaksaan Negeri maupun Pe-
naaliilmlﬁegeri dalam rangka memperoleh penyelesaian
proses hukum pelanggaran Peraturen Deerah Tingkat II
dan berkewnjiban untuk ikut mengemankan pelaksanaan -
eksekusi Pengadilan Negeri oleh Kejeksaan A ¥

de Dalam hal pelanggaran Peraturan aersu Tingket II di-
ketahui secare tertengkap: t4hgan, maks Penyidik Pega-
wal Negeri Sipil segere pelaporken kepada Penyidik -
POIRI tentang diketabuinys tindalc pidans pelanggaran
Peraturan Daerah Tingkat II ;

(2) Untuk memperlancar arus Informasi secars timbal balik an

(3)

(1)

tara Penyjdik Pegawai Negeri Sipil mauppun dengen aparat-
penegak hukum lainnya diatur mekanisme antara lain dengen
mengadakan pertemuan-pertemian rutin serta kegiatan ladn-
nya. 3

Penyidik Pegawi Negeri Sipil menyampaikan laporan minggu- -
- an dan bulanan perkara yang ditangani kepada Kepala Kepo-
"lisian ‘Resort Nzanjulk dengan mevyampaikan tembusannya ke-

pada Bupati Kepala Daerah Tingkat IT Nganjuk,

B&B ¥
ITDENTITAS
Pasal 8

Sepanjang belun ditetapkan perzturan/petunjuk mengemai
rekaien Dinas dan atribut laimmyz dalam melaksanakan tu-
gas penyidikan, Penyidik Pegawai FNegeri Sipil berpakaian
Dinas Ipstemsi Masing-maging dengen mengenskan kartu tan-
da pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman dan -

dikenankan padae sal atas sebeleh kiri,

BAB VI
PENBIAYARYN
Pagal 9
Biaya pelaksanuan tuges Penyidik Pegawai Negeri Sipil men
jadi beban ingzarsn Pendapatan den Belanja Negeri Daerah-
Tingkat IT Nganju: pads masing-mesing Dinas/Instansi j
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(2) Biaya tersebut dipergunsien untuk pembinaan Peryidik Pegawsi
Negeri Sipil, dengan segela savananya serte pelaksanaan pe =
nyidiken dengan segala keperluannya,

BAB vVII
FEFTUTUF
Pasal 10
Bentuk/model formulir dalem rangka pelaksansan penyidikan
berupa surat-surat (model S 1 sampai dengen modsl § 24), Beri
ta Aoara (model BA 1 sampai dengen model BA 15), Register (8-
1 sampai dengan R 6), ditetapkan oleh Bupati Kepala Dasrgh -
Tingkat II Nganjuk,
‘ Pasal 11

Hal-al yang yelum diatur delam Keputussn ind,skan @i -
atur lebih lanjut secare tersendiri oleh Pupati Kepalz Daerah
Tingeat IT,

Pagal 12
(1) Reputusen ini berlsku sejak tangmal ditetepkan ;

(2) Keputysan ini diwmumican delam Lembaran Desveh Kabupaten Dee —
rah Tingicat IT Nganjuk,

SALTNAY KEPUTUSAN INT DISAMPATKAN KEPADA ¢ DR, IONT SATAM

Ythe ¢ 1, Sdr. Gubermur Kepala Deersh Tingtat I Jawa Timr
di Surabaya.

2, sdr. Kepala Kepolisian Dasreh Jawe Timur di Surabeya.
3. Sdr. Eepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur di Surebaya.
44 Bdr. Pembaniu Oubermur di Keddri

Je 8dr, Kepala Xantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Jawa Timar
di Surabaya.

Diumnken dalam Lenberon Deerab Kabupaten
Daerah Tingkat IT Nganjulk, Tehan 1939
seri & ezl 2B 0CT 1989

Neoemoz ¢ 5O

Aone BUPATT KEPALA DAERAR TINGIAT IT
NGANJUE

Selretaris Wi /Deerah

WS, S0E3AGIO
KIP 010 052 820
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lMuspida Kabupaten Daerah Tingiat IT Nganjul,

Ketua TPRD Kgbupaten Daergh Timgkat IT Nganjul.

o Ka Itwilkab Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Kepala Kantor Sospol Kabupaten Dgerab Tingkat IT Nganjuke
Yopals Dinas Daerah Kabupaten Daersh Tingest TT Nganjuk.
Tenbantu Pupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
Camat se Kabupaten Dgerah Tingkat IT Nganjuk.




